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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan
Bupati;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3
Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Tahun 1950 Nomor 42;
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
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Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 5
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM
Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah
Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dalam
Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa diatur mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa dengan pengaturan sebagai berikut:
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan

dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
2. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh
perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat
puluh perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh
perseratus).

3. Pengalokasian batas maksimal tersebut ditetapkan dengan
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas
tugas pemerintahan, dan letak geografis.

4. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus)

dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
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c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50%
(lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa
per bulan.

5. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas, maka
memungkinkan nominal penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa antara satu desa dengan desa lainnya akan
berbeda-beda tergantung pada alokasi ADD yang diterima masing-
masing desa dan jumlah formasi perangkat desa pada masing-
masing desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
mengatur mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak

bersumber dari ADD.
2. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

diatur sama besar antara desa yang satu dengan desa yang lain
dengan ketentuan:
a. Kepala Desa sebesar 1,5 kali UMK
b. Sekretaris Desa yang tidak berstatus PNS sebesar 1,2 kali

UMK
c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar 1 kali

UMK.
Dikarenakan adanya perbedaan ketentuan mengenai

pengaturan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dalam Peraturan Daerah Kabupaen Magelang Nomor 3 Tahun 2007
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut maka
Peraturan Daerah Kabupaen Magelang Nomor 3 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
harus dicabut. Selanjutnya pengaturan mengenai penghasilan tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
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